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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa rata-rata jawaban yang 

diberikan terhadap pengukuran variabel pertanggungjawaban 

APBDesa di Desa Kecamatan Nekamese adalah 70,1 dengan ketegori 

baik. Hasil analisis deskriptif ini menolak hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa pertanggungjawaban APBDesa pada desa di 

kecamatan nekamese cukup baik; Terhadap pengukuran variabel 

kualitas sumber daya manusia adalah 70,34% dengan kategori baik. 

Hasil analisis deskriptif ini menolak hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam kategori 

cukup baik; Terhadap variabel pemanfataan teknologi informasi 

adalah 74,4% dengan kategori baik. Hasil analisis deskripitif ini 

menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi pada desa di wilayah kecamatan nekamese dalam 

kategori cukup baik; Terhadap variabel sistem pengendalian intern 

adalah 72,2%. Hasil analisis deskriptif ini menolak hipotesis pertama 

yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pada desa di 

kecamatan nekamese cukup baik. Pemanfaatan teknologi informasi 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban 

APBDesa. Hasil temuan ini sejalan dengan Sembiring (2013). 

Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi computer 

dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan APBDesa 

meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian 

dalam perhitungan serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih 

tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah desa dalam 

menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang 

semakin kompleks. 

2. Hasil analisis Regresi linier berganda menunjukan bahwa semua 

variabel bebas yang diukur dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem 

pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pertanggungjawaban APBDesa di desa wilayah kecamatan nekamese. 

Dari ketiga variabel independen tersebut, variabel sistem 

pengendalian intern secara parsial memiliki pengaruh yang lebih 

besar terhadap pertanggungjawaban APBDesa di desa wilayah 

kecamatan nekamese, hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien 

regresinya sebesar 0,493. Nilai koefisien regresi ini lebih besar dari 

nilai koefisien variabel lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi dan sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk 

mendukung terlaksananya pertanggungjawaban APBDesa dengan 
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lebih memprioritaskan variabel sistem pengendalian intern untuk 

mendukung pencapaian pertanggungjawaban APBDESa di desa 

wilayah kecamatan nekamese kabupaten kupang. 

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (𝑅ଶ) menunjukan bahwa variabel 

kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang 

digunakan menjelaskan bahwa sekitar 91% variasi dari variabel-

variabel yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban APBDesa. 

Hasil uji F juga menyebutkan bahwa ketiga variabel bebas 

secarasimultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pertanggungjawaban APBDesa di wilayah kecamaten 

nekamese kabupaten kupang. Hasil ini menunjukan bahwa ketiga 

variabel bebas ini memiliki sumbangan yang cukup tinggi dan 

memenuhi asumsi sebagai model yang layak dalam sebuah penelitian 

sehingga dalam pertanggungjawaban APBDesa di wilayah kecamatan 

nekamese kabupaten kupang harus diprioritaskan. 

 

5.2. Saran  

Sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini, maka 

terdapat beberapa hal yang perlu disarankan, antara lain:  

1. Diharapkan agar pemerintah desa-desa yang berada di Kecamatan 

Nekamese hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki baik pada tingkatan 

sistem, kelembagaan, maupun individu dengan mengikutsertakan 
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perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan 

akuntansi dan pengeloaan keuangan daerah, agar dapat mendukung 

penyajian laporan keuangan yang tepat waktu. Untuk itu, perlu 

dibuatkan pedoman penempatan staf secara benar seperti jumlah 

personil yang ditempatkan pada setiap kantor desa di Kecamatan 

Nekamese sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, berlatar belakag pendidikan akuntansi/keuangan dan 

manajemen, mempunyai pengalaman pada bidang keuangan, mampu 

mengoperasikan computer dan menggunakan aplikasi keuangan serta 

memiliki sertifikat pelatihan keuangan. Pemerintah desa perlu 

melakukan kajian internal secara mandiri mengenai kekuatan dan 

kelemahan sumber daya manusia khususnya terkait dengan tujuan 

pencapaian tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. 

Institusi desa juga perlu menganggarkan sejumlah dana untuk 

pelatihan staf terutama yang sedang menduduki jabatan tersebut 

ataupun kaderisasi bagi anggota lain.  

2. Pemerintah desa hendaknya memanfaatkan teknologi informasi secara 

optimal sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan 

pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakuratan dalam perhitungan, 

serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal 

tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan 

volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Untuk 

itu, diharapkan agar Camat Nekamese menambah pengadaan 
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perangkat computer yang terbaru atau ter up date, minimal sudah 

menggunakan prosesor Core I3 keatas dengan memory ram 4 pada 

satuan kerja di wilayah desa-desa di Kecamatan Nekamese yang 

selama ini menggunakan peralatan pribadi untuk melaksanakan 

kegiatan operasional, melakukan kerjasama dengan pihaj penyedia 

layanan komunikasi untuk membangun infrastruktur jaringan 

komunikasi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau serta 

pemasangan internet LAN maupun WAN dan menginstral aplikasi 

keuangan pada semua computer yang ada di bagian keuangan.   

3. Diharapkan agar pimpinan Kecamatan Nekamese dan seluruh 

pegawai menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan 

organisasi yang menimbulkan erilaku positif dan mendukung terhadap 

pengendalian intern dan manajemen yang sehat serta harus 

memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi baik dari luar 

maupun dari dalam. Sistem pengendalian interen yang dilaksanakan 

secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 

akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan 

terhadap perundang-undangan.  

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain:  
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1. Peneliti selanjutnya dapat memperbesar jumlah sampel dan 

melengkapi dengan metode lain. Misalnya dengan wawancara agat 

informasi yang diperoleh dari responden lebih lengkap  

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain 

yang diduga berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah sehingga dapat menambah variasi 

dalam penelitian selanjutnya, misalnya kapasitas sumber daya 

manusia, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi 

akuntansi, komitmen organisasi, gaya kepeminpinan, tingkat 

pendidikan, dan pengawasan keuangan pemerintah desa. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variable lain 

seperti transparansi (keterbukaan) dan keakuratan.   
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